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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Satu dekade setelah berakhirnya Perang Dingin memang muncul persoalan lain yang dilihat oleh para pemikir strategis sebagai sebuah instabilitas strategis baru yang sebenarnya terletak pada interaksi kebijakan 3 arah yaitu, pertahanan-pertahanan rudal AS dalam konsep Sistem Pertahanan Rudal Nasional (NMD) dan Sistem Pertahanan Rudal Mandala (TMD), Diplomasi nuklir AS-Russia serta Modernisasi kekuatan nuklir Cina.

Pola pemikiran bipolar era Perang Dingin yang terbentuk pada ahli strategi AS memang telah menempatkan Cina sebagai sebuah kekuatan nuklir yang dilupakan. Kesadaran yang tiba-tiba melihat adanya sebuah kekuatan nuklir lain selain Russia yang bisa menjadi potensi ancaman bagi eksistensi kekuatan adidaya AS di dunia umumnya dan di kawasan Asia-Pasifik pada  khususnya, mulai mengkhawatirkan para pengambil keputusan di Washington. Sejumlah pengamat melihat bahwa saat ini memang terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara dua negara terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Lajunya ekonomi Cina, mendorong ekspor yang lebih besar ketimbang impor. Barang-barang made in Cina mendominasi Amerika, tapi tidak sebaliknya. Fenomena ini bahkan digunakan oleh sejumlah politisi AS yang terus-menerus mengkritik Cina dengan mengatakan bahwa Cina mengambil uang dan lapangan pekerjaan, tanpa ada timbal baliknya.

Kenyataan ini antara lain yang memacu AS untuk tetap melaksanakan Sistem Pertahanan Rudal Nasional (NMD) dengan perluasannya pada Sistem pertahanan Rudal Mandala (TMD), karena melihat faktor ekonomi dan militer Cina dengan teknologi tinggi yang mampu memproduksi 1-2 Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) pertahun dan perdebatan yang terjadi di Washington memang lebih diarahkan pada munculnya bahaya perkembangan persenjataan dari States of Concern yang dianggap sebagai state sponsored terrorism (Rogue State).

   Penarikan Amerika dari perjanjian rudal Anti-Ballistic Missile (ABM) tahun 1972 dengan Russia agar dapat menciptakan Sistem Pertahanan Rudal Nasional dan agar dapat mengusahakan pembuatan Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD.
 Sebuah fasal dalam perjanjian itu memperbolehkan masing-masing pihak untuk menarik diri setelah memberitahu enam bulan sebelumnya. Dimana AS membutuhkan Sistem Pertahanan Rudal untuk melindungi diri dari serangan negara-negara yang mendukung terorisme dan untuk melindungi keselamatan segenap warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sistem Pertahanan Rudal Mandala (Theater Missile Defense/TMD) merupakan konsep yang dikembangkan dari proposal yang pernah diajukan oleh mantan Presiden Reagan pada tahun 1983 yakni Strategic Defense Initiative/SDI (Prakarsa Pertahanan Strategis) yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan konsep “Star Wars”. Di dalam pidato yang dikemukakan oleh mantan Presiden Ronald Reagan pada tanggal 23 Maret 1983, beliau mengemukakan pentingnya usaha untuk mengembangkan suatu alat untuk membuat senjata nuklir menjadi impotent dan ketinggalan jaman. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and absolete.
 

Konsep Strategic Defense Initiative (SDI) ini memfokuskan pada pengembangan ground dan space based systems yang akan menembakan laser pada peluru kendali musuh yang diluncurkan.
 Menurut Collin S. Gray, Strategic Defense Initiative adalah: 1) Suatu eksplorasi jalan untuk meningkatkan stabilitas dari sistem offensive dan retaliatory deterence yang sudah ada, 2) Suatu eksplorasi jalan untuk mentransformasikan konsep deterence menjadi suatu konsep yang lebih aman bagi manusia diseluruh dunia, 3) Suatu jalan panjang yang mungkin untuk mengamankan pelucutan senjata nuklir dalam skala besar.
 Namun demikian, Cina sendiri melihatnya dari sisi yang lain dengan menganggap Sistem Pertahanan Rudal Nasional (NMD) dan perluasannya pada tingkat Sistem Pertahanan Rudal Mandala (TMD) itu sebagai tantangan langsung pada kemampuan deterensi nuklirnya yang memang sangat terbatas dan berkualitas rendah.

Semua kondisi di atas, semakin menjadi lebih rumit dan meruncingkan berbagai persoalan strategis terutama karena para pengambil keputusan  di  Beijing merasa lebih skeptis ketika harus berhadapan dengan Washington. Ada dua alasan penting yaitu:

Pertama, Cina selalu berpendapat kalau pihak Pentagon dengan seluruh kekuatan strategisnya akan dengan mudah mengacaukan seluruh perencanaan strategisnya secara keseluruhan. Sebuah system pertahanan rudal dalam jumlah yang terbatas saja, diperkirakan akan mampu untuk melumpuhkan kekuatan persenjataan rudal yang dimiliki Cina dalam melakukan kemampuan serangan kedua (second-strike).

Kedua, alasan pertama ini memacu Cina untuk meningkatkan kemampuan deterensinya sendiri dengan membangun kekuatan yang lebih besar dan mengembangkan kontra-langkah untuk menghadapi sistem pertahanan rudal yang dikembangkan AS. Upaya ini dengan sendirinya juga akan memacu Washington untuk lebih mempertebal dan memperdalam sistem pertahanannya mengacu pada model spiral yang mengarah pada perlombaan senjata.

Hubungan kedua pihak terhambat belakangan ini, di tengah kecemasan AS terhadap pembangunan militer Cina dan rencana sebuah perusahaan negara (BUMN) Cina mengambil alih perusahaan AS Unocal Corp. Dan selama beberapa dekade terakhir hubungan kedua negara tersebut ibarat dua sahabat yang sering diwarnai oleh perselisihan, yang dalam beberapa dasawarsa terkunci dalam tarian Waltz, masing-masing mengutamakan kepentingan sendiri hingga sering terjebak kedalam kesalahpahaman budaya dan peluang ekonomi yang tak sebanding. Sehingga di dalam hubungan Cina-AS itu, ada kebencian dan cinta, cinta kemudian kebencian lagi.

Tetapi dari sudut pandang masyarakat Cina sendiri, kini lebih banyak alasan untuk mencintai Amerika. Cina masih berada di tengah semangat kebanggaan, setelah Beijing dinyatakan sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2008, yang terlaksana antara lain karena dukungan Amerika, karena dukungannya yang turut mempengaruhi hasil pemilihan lokasi Olimpiade 2008.

Diakui atau tidak, memang kenyataanya hubungan Cina dengan AS sedang memasuki tahap-tahap pembaruan. Masa Perang Dingin yang menempatkan Cina bersekutu dengan Uni Soviet dan berkonfrontasi dengan AS kini sedang mengalami masa-masa pemulihan.
 Cina pun sudah digiring masuk ke dalam sistem pasar dunia melalui keanggotaannya di WTO (World Trade Organization). Cina juga telah menjadi mitra dagang keempat AS setelah Jepang.

Dalam menghadapi persoalan terorisme, AS cukup gembira dengan dukungan Cina yang membantu melacak aliran dana teroris, meningkatkan penerapan hukum anti terorisme, dan saling membagi informasi intelijen. Cina bahkan, seperti yang dikatakan Powell, sering melakukan kontak yang intens dengan Washington via hubungan telepon antara Presiden Bush dengan Presiden Jiang.

Perubahan-perubahan Cina dengan AS juga ditandai oleh sikap Cina yang sangat lunak menghadapi berbagai komentar Washington yang memojokkan Pyongyang, sekutu Cina yang paling dekat dalam era Perang Dingin. Dalam persoalan AS dengan Korea Utara (Korut), Cina bahkan tidak membela Korut yang dipojokkan AS sebagai negara setan.

Hubungan AS dengan Cina terus turun naik. Awal era baru hubungan Cina-AS ditandai ketika Presiden Richard Nixon mengunjungi Beijing pada tanggal 21 Februari 1972. Kunjungan itu disebut sebagai “Ice-breaking”, karena untuk pertama kalinya seorang Presiden AS datang ke Beijing sejak Republik Cina merdeka tahun 1949. Dan sebelum itu pula hubungan Washington-Beijing diwarnai permusuhan. Kala itu Nixon dan Mao Zedong menandatangani apa yang disebut dengan “Komunike Shanghai”, semacam panduan hubungan kedua negara.

Setelah Nixon, ritual kunjungan ke Cina terus dilanjutkan oleh para penerusnya, seperti Gerald Ford (1975), Ronald Reagan (1984), George Bush senior (1989), yang ditandai dengan kejadian Tianamen pada tahun 1989 membuat Cina harus dikecam oleh dunia internasional, termasuk AS yang terpaksa harus membekukan hubungan diplomatiknya dengan Cina. Dan kunjungan Bill Clinton di tahun 1998, terjadi perkembangan signifikan dalam hubungan Cina-AS. Saat itu AS memperteguh dukungannya terhadap kebijakan “Satu Cina” dengan menegaskan penolakannya terhadap “Kemerdekaan Taiwan” ataupun “Satu Cina Satu Taiwan”, dan menentang bergabungnya Taiwan dengan organisasi internasional dimana anggotanya adalah negara-negara yang berdaulat.

Diera George W. Bush, ada beberapa kejadian penting yang muncul dalam periode transisi dari Clinton ke Bush, yaitu:

a. Pengeboman kedutaan besar Cina di Belgrade, Yugoslavia (1999) oleh pesawat-pesawat tempur AS. Tidak kurang 3 staff kedubes meninggal dan 20 orang luka-luka akibat oleh salah sasaran bom tersebut. Dimana demonstrasi di seluruh Cina pun meledak, lagi-lagi ribuan mahasiswa Universitas Beijing turun ke jalan dan melempar batu ke kedubes AS. Mungkin AS gerah melihat Cina hanya diam saja melihat rakyatnya marah dan terus menyerang kedubes AS, sehingga AS pun juga melancarkan tuduhan mata-mata kepada Cina. Untung saja kejadian ini tidak berlangsung lama karena hubungan kedua belah pihak bisa mencair sedikit demi sedikit walaupun Cina tertunda untuk masuk anggota WTO. Begitulah hubungan Cina dan AS yang terkadang mereka akrab tetapi juga bisa saling membenci setiap saat. Hampir setiap waktu Cina dituduh melakukan pelanggaran HAM, tetapi hampir juga setiap waktu AS dituduh ikut campur dalam negeri Cina.Para analis mengkhawatirkan akan terjadi era perang dingin kedua karena memang setelah perang dingin berakhir dengan ditandai bubarnya Uni Soviet praktis hanya Cina yang sepertinya menjadi saingan AS. Di Amerika, selalu ada dua pandangan tentang Cina. Pertama, Cina akan tetap dianggap sebagai pesaing utama atau bahkan musuh bagi Amerika, jadi, lebih baik menjaga jarak dengan mereka. Pandangan kedua adalah, bahwa Cina tidak lagi menjadi pesaing utama yang penting bagi AS dan Cina tidak berambisi untuk meluaskan pengaruh politik atau pun wilayahnya keluar Asia, sehingga Amerika harus berfikir bagaimana caranya untuk menjadikan Cina sebagai mitranya di percaturan politik dunia. Perang dingin mungkin tidak akan terjadi, tetapi perang urat syaraf akan terus terjadi, semenjak kejadian Tianamen 1989 Cina selalu menjadi sorotan tentang pelanggaran HAM dan AS selalu mengungkit-ungkit kejadian Tiananmen yang menurutnya merupakan senjata untuk membuat Cina bungkam.

b. Keputusan Bush untuk memberi paket persenjataan terbesar dalam satu dekade terakhir kepada Taiwan, diantaranya sejumlah jenis persenjataan yang dinilai Beijing “mengancam”, seperti delapan kapal selam dan empat fregat knox.
 Sementara itu ketidakpastian kebijakan Reagan, Bush senior, Clinton hingga Bush junior terhadap Taiwan menumbuhkan kegusaran besar bagi Cina dalam perimbangan terror. Sampai abad ini Cina tidak pernah menyukai berlanjutnya penjualan senjata AS kepada Taiwan. Cina selalu memprotes jika AS memandang Taiwan adalah sebuah negara. Dimata Cina yang mengaku sebagai negara pusat, Taiwan adalah provinsi yang membandel.

c. Penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala (TMD) di tengah Insiden Pulau Hainan. Dan bukannya kian meredup ketegangan Cina-AS, malah tambah memperburuk hubungan kedua negara. Buntutnya penggelaran TMD ditengah Insiden Pulau Hainan tersebut membuat Cina geram dan menekankan pada tuntutannya agar AS menghentikan rencana penggelaran TMD di daratan Cina dan menghentikan kegiatan pengintaian udara terhadap lepas pantainya. Yang keduanya akan mengancam keamanan nasional, yang akan menganggu pengembangan postur kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan militer Cina. Terlebih lagi akan mencetuskan perlombaan senjata di kawasan Asia-Pasifik. Dan tidak heran apabila Beijing di buat geram oleh ulah Washington tersebut, pengintaian terhadap dirinya sudah dilakukan AS sejak masa perang dingin berlangsung.

Bila terjadi jalan buntu, dalam menyelesaikan ketegangan di bidang militer,  keamanan dan ekonomi, terkait penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala (TMD) di tengah Insiden Pulau Hainan, akan sangat berpengaruh terhadap pola hubungan Cina-AS, diantaranya adalah isyu-isyu sensitive sekitar penjualan senjata kepada Taiwan, perdagangan Cina-AS, bahkan juga pengajuan Cina menjadi tuan rumah Olympic Games 2008.

Menurut pendukung pandangan ini, Hubungan Internasional ditandai dengan situasi anarkistis dimana setiap negara dipandang mempunyai potensi mengancam antara satu dan yang lainnya. Dengan demikian, setiap upaya suatu negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya akan dibaca negara lain sebagai peningkatan ancaman yang potensial. Begitu juga halnya dengan penggelaran sistem pertahanan rudal mandala tersebut. Itu akan dipahami sebagai peningkatan ancaman oleh negara Cina khususnya, dan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik pada umumnya. Dalam situasi yang anarkis tersebut tidak akan kita dapati harmoni otomatis. Suatu negara akan menggunakan kekerasan dan kekuatan fisik-militer untuk mencapai tujuannya. Maka setiap waktu selalu ada kemungkinan suatu negara menggunakan kekerasan dalam mengimplementasikan politiknya.
 Secara demikian terdapat semacam saling ketergantungan (mutual dependence) diantara negara-negara dalam masalah keamanan. Sebagaimana tujuan politik luar negeri pada umumnya, masalah keamanan (security) suatu negara ditentukan oleh apa yang dilakukan negara lain.

Disinilah terletak “security dilemma” yang dihadapi oleh setiap negara, yaitu: dalam upayanya untuk memelihara atau meningkatkan keamanannya sendiri, sebuah negara dapat mengambil langkah-langkah yang berdampak mengurangi keamanan negara-negara lainnya dan pada giliran berikutnya negara-negara ini akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menetralisir tindakan-tindakan yang telah diambil oleh negara pertama dan yang mungkin malahan dapat mengancam keamanan negara pertama. Negara yang pertama kemudian akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindakan lanjut yang dapat memprovokasi tindakan balasan negara-negara lain, dan demikian seterusnya. “Security dilemma” berarti bahwa spiral atau rantai aksi-reaksi dapat terjadi diantara 2 negara atau lebih sehingga masing-masing akan mengeluarkan anggaran belanja persenjataannya yang terus makin membesar dan ini berarti bahwa mereka tidak semakin aman, tetapi justru semakin mendekati ambang perang yang makin berbahaya.   

Dalam pandangan ini lain, penggelaran TMD tersebut dapat dikatakan memberikan ancaman tersendiri bagi stabilitas dan kepentingan strategis kedua negara dalam bidang ekonomi, militer dan keamanan, di dalam mempertahankan legitimasi dominasi kekuatannya dan kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Timur.

Disamping itu, Cina memandangnya penggelaran TMD tersebut sebagai tantangan langsung pada deterensi nuklirnya yang memang sangat terbatas dan berkualitas rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan penulis ketengahkan dalam penelitian ini, lebih menekankan pada kebijakan pengembangan dan penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD AS Pasca Insiden Pulau Hainan dan melihat pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan keamanan khususnya dalam Pola Hubungan Cina-AS.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Dampak Penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala AS Pasca Insiden Pulau Hainan Di Cina Terhadap Pola Hubungan Cina-AS”. 

B. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, maka penulis mengidentifikasikan masalah pokok yang dirinci kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penggelaran TMD ditengah Insiden Pulau Hainan dapat memberikan ancaman terhadap adanya dilema keamanan yang memicu perlombaan strategi persenjataan dikedua negara dalam pola hubungan Cina-AS?

2. Mengapa AS tetap mengembangkan dan meluncurkan sistem pertahanan rudal mandala?

3. Sejauhmana dampak yang ditimbulkan dari penggelaran TMD ditengah insiden pulau Hainan bagi negara Cina, sehingga menciptakan ketegangan dalam pola hubungan kedua negara?

1. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, diperlukan adanya aspek-aspek yang akan dibatasi dalam penelitian. Penulis membatasi masalah pada aspek persepsi ancaman dan dominasi pola hubungan Cina-AS di kawasan Asia Timur. 

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas serta untuk memudahkan penulisan maka dirumuskan masalah dalam bentuk Research question (pertanyaan penelitian) sebagai berikut:

“Sejauhmana Penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD AS Pasca Insiden Pulau Hainan di Cina dapat menimbulkan dilema keamanan yang memicu perlombaan persenjataan dikedua negara dalam pola hubungan Cina-AS?”. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tingkat kebenaran dan sejauhmana permasalahan yang terjadi sesuai dengan data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha pengembangan dan pelaksanaan program TMD yang menimbulkan pro dan kontra di dunia internasional.

b. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang melatarbelakangi pengembangan dan pelaksanaan program tersebut, maka diharapkan dapat dilakukan penilaian lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya, khususnya bagi rakyat Cina dan AS, serta dunia internasional pada umumnya.

c. Untuk mengetahui Pola Hubungan Cina-AS Pasca terjadinya Penggelaran TMD ditengah-tengah Insiden Pulau Hainan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat menjadikan tolak ukur bagi negara asing khususnya AS sebagai negara Adidaya, bahwa pengembangan Sistem Pertahanan Rudal setidak-tidaknya dapat mencetuskan perlombaan senjata diberbagai kawasan didunia.

b. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah keamanan internasional yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

D.  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.  Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan penelitian ini penulis memerlukan beberapa landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa landasan teori berikut akan dipergunakan sebagai pedoman dan sarana memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan penelitian.

Pertanda adanya hubungan antar bangsa secara tidak disadari telah lama ada dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut sebagai masyarakat antar bangsa. Hubungan tersebut dimulai dari bentuk awal yang sederhana lalu berkembangan menjadi modern dan kompleks seperti yang terjadi sekarang ini. Setiap negara yang merupakan bagian dari komponen dunia internasional, tidaklah mungkin bagi suatu negara dapat menjaga kelangsungan hidupnya tanpa menjalin interaksi antar negara lain. Suatu negara yang lain untuk mendapatkan keuntungan dalam segala bidang sebagai pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Di dalam menganalisa setiap permasalahan dan fenomena yang berlangsung dengan masyarakat internasional, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan sistem internasional. Sistem internasional adalah bentuk khusus dari sistem internasional yang merupakan persepakatan antar beberapa kalangan, sehingga membentuk suatu hubungan yang bentuk sistemnya dapat diperkirakan.

Di dalam sistem internasional antar dua negara terdapat strategi yang dipakai oleh masing-masing negara dalam mempertahankan negaranya. Pengertian strategi secara umum adalah keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi dimasa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu dimasa depan dan kemudian hari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.

Di dalam realitasnya, yang menyangkut tentang strategi pertahanan dan strategi kekuatan disebabkan oleh sebab initial yang harus diperhitungkan di dalam kedua jenis strategi tadi. Strategi kekuatan dan pertahanan dirumuskan untuk menghadapi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan nasional yang sebab initialnya datang dari luar wilayah nasional. Strategi kekuatan dirumuskan untuk menanggulangi gangguan terhadap keamanan nasional yang sebab initialnya datang atau timbul dari dalam negeri sendiri.

Perlu melihat definisi Hubungan Internasional yang mewarnai berbagai bentuk interaksi antar anggota masyarakat internasional tersebut. K.J Holsti mengungkapkan defenisinya dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analitis (Terjemahan Wawan Juwanda) sebagai berikut:

“Istilah hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu” (1987: 26-27)

Dari definisi diatas, pengertian Hubungan Internasional tidak hanya menyangkut negara semata, melainkan individu-individu sebagai warga negara yang melakukan interaksi sosial maupun politiknya dengan warga negara lainnya, atau juga hubungan antara lembaga-lembaga internasional maupun regional.

Sementara itu seorang pakar ilmu hubungan internasional, Suwardi Wiriaatmadja, dalam bukunya, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional mengutip pendapat Trygive Mathvison mendefinisikan Hubungan Internasional dalam sudut yang berbeda, yaitu:

“Hubungan Internasional meliputi seluruh aspek internasional dari kehidupan sosial manusia di jabarkan kembali bahwa hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok, bangsa-bangsa dalam dunia, kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berfikir dari manusia.” (1982: 36)

Pengembangan dan pelaksanaan program sistem pertahanan rudal mandala oleh AS merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dalam mempertahankan legitimasi dominasi kekuatannya di kawasan Asia-Pasifik, dan juga dapat dipakai untuk keamanan negaranya. Adapun pengertian konsep Sistem Pertahanan Rudal Mandala menurut Edward P. Haley and Jack Merritt yaitu: 

“TMD merupakan kependekan dari Theater Missile Defense, berawal dari konsep SDI yakni Strategic Defense Initiative yang dikemukakan oleh mantan Presiden Ronald Reagan pada bulan maret 1983. Konsep pertahanan rudal merupakan bagian dari Anti-Ballistic Missile (ABM). ABM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengcounter perjalanan peluru kendali strategis pada saat hulu ledaknya menuju sasaran tertentu”.

Hubungan antar negara bersifat zero-sum game, artinya setiap upaya untuk meningkatkan keamanan mempunyai implikasi negatif terhadap keamanan negara lain yang menganggu keseimbangan kekuatan atau yang dikenal sebagai dilema keamanan (security dilemma). Inti permasalahan “dilemma keamanan” adalah terdapatnya dua kendala, yaitu: pertama, kesulitan untuk membedakan antara postur defensif dan postur offensif; dan kedua, ketidakmampuan suatu negara untuk tetap yakin bahwa maksud-maksud damai negara lainnya tidak akan berubah menjadi maksud-maksud yang agresif. Sementara itu kemampuan defensif setiap kali dapat berubah menjadi kemampuan offensif. Dan kebanyakan negara akan memilih pemilikan senjata terlalu banyak daripada pemilikan senjata terlalu sedikit, kendatipun pilihan ini tetap tidak dapat memecahkan “security dilemma”. Lagi pula dengan menyimpan senjata secara besar-besaran pun negara-negara tidak akan menjadi lebih terlindungi. 

Dan di dalam menjalin hubungannya suatu negara dengan negara lain tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu konflik tersendiri. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu kepentingan nasional yang mana negara disini berusaha untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya tersebut.

Berakhirnya Perang Dingin, berakhir pula persaingan (rivalry) antara 2 kekuatan besar, AS dan Uni Soviet, yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet menjadi pecahan negara-negara kecil. Fokus perhatian dunia internasional pun terpusat pada masalah ekonomi. Dalam tatanan dunia baru tersebut, peranan negara yang tadinya begitu dominan di dalam politik internasional, menjadi tidak terlalu dominan lagi. Hal ini ditandai dengan munculnya aktor-aktor lain yang juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya. Bahkan negara-bangsa (nation-state) sebagai satu-satunya kekuatan sudah tidak relevan lagi, dimana muncul kekuatan-kekuatan lain yang berpeluang untuk eksis, salah satunya kekuatan ekonomi.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang semakin mengglobal dewasa ini, memyebabkan terjadinya pergeseran pandangan dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional. Apabila ketika era 1980-1990-an kekuatan militer yang menjadi power suatu negara, namun saat ini dimana dunia sudah mengalami perubahan disegala bidang kehidupan, kekuatan ekonomi menjadi suatu kekuatan baru yang harus diperhitungkan dalam dunia ekonomi politik internasional.

Dominick Salvatore dalam bukunya Ekonomi Internasional yang diterjemahkan oleh Rudi Sitompul mengemukakan tentang ekonomi internasional sebagai berikut: “Ekonomi Internasional adalah suatu aktifitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dan bersifat internasional”.

Sedangkan politik itu sendiri adalah: “Masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Persoalan pokok baik politik domestik maupun politik internasional adalah sama saja, yaitu menyangkut “Who gets What, When, and How” sebagaimana dikatakan oleh Harold Laswell tersebut. Kegiatan politik adalah kegiatan mengejar tujuan (goal-seeking behavior). Politik terjadi kapan saja dan dimana saja manusia, kelompok manusia, atau organisasi-organisasi saling berinteraksi dalam mencapai tujuan masing-masing tentang “siapa”, “kapan saja”, dan “bagaimana” politik itu sudah barang tentu berbeda-beda tergantung pada waktu, ruang dan situasi. Akan tetapi bahwa hakekat interaksi politik adalah dasarnya “goal seeking” atau mengejar tujuan kiranya cukup jelas.

Namun disisi lain berakhirnya Perang Dingin juga telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Security
 merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara, tidak dapat disangkal lagi bahwa kebutuhan jaminan keamanan merupakan inti dari nilai manusia dan salah satu prasyarat untuk dapat menjalani sebuah kehidupan yang layak. Setiap individu layak mendapatkan jaminan terbebas dari kelaparan, penyakit, serta penindasan dan secara tidak langsung penyebaran pendapatan yang signifikan dari yang mampu ke yang kurang mampu. Nilai keamanan menjadi penting kalau ada negara lain yang mengancam. Dan suatu negara akan terlibat di dalam suatu permasalahan apabila negara tersebut mempunyai hubungan secara historis dengan negara yang sedang mengalami konflik dimana negara tersebut mempunyai kepentingan nasional juga.

Karena permasalahan yang akan diteliti berhubungan dengan Pertahanan Keamanan, dan juga Keamanan Nasional, maka diperlukan kejelasan dari definisi-definisi tersebut diatas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertahanan didefinisikan sebagai berikut: “Pertahanan adalah kesiapan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekerasan terhadap kedaulatan, disintegrasi dan keselamatan bangsa”.

Adapun segi definisi pertahanan negara, yaitu:

“(1) Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membina daya kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman; (2) Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategi dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara”.

Dan pengertian Security (keamanan) menurut Arnold Wolfers sebagai berikut: “Security in any objective sense measures the absence of threats to acquired values in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”.


Dan Dan pengertian National Security menurut Penelope Hartland Thunberg, yaitu: “National Security is the ability of a nation to pursue successfully its national interests, as it sees them, any place in the world”.

Sedangkan Barry Buzan mengkategorikan keamanan kedalam 5 dimensi, sebagai berikut:

“Bahwa ke-5 dimensi saling berkaitan satu sama lain, yaitu: (1) Dimensi militer, meliputi kapabilitas militer dan military build-up, baik secara konvensional maupun non-konvensional, ideologi militer, personil, dan lain-lain, (2) Dimensi politik, meliputi upaya-upaya pemeliharaan proses politik, sistem politik, dan ideologi negara, (3) Dimensi ekonomi, menentukan akses terhadap sumber daya, pasar, keuangan, serta menyediakan basis yang bagus untuk mempengaruhi politik dan kekuatan militer, (4) Dimensi sosial, termasuk nilai-nilai kebudayaan yang kurang dapat diukur tetapi tidak kurang signifikan terhadap keamanan yang menyediakan atmosfer, dimana nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi perilaku suatu negara dalam sistem internasional, (5) Dimensi lingkungan, perhatiannya terhadap pemeliharan biosfer planet bumi sebagai sistem pendukung yang esensial, dimana semua manusia memenuhi kebutuhannya”.

Walaupun pasca Perang Dingin, makna keamanan mengalami pergeseran yang cukup signifikan, namun pandangan tradisional tetap mewarnai politik internasional. Politik internasional dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari politik luar negeri suatu negara, karena mengandung dari pada tujuan-tujuan nasional suatu bangsa di luar batas wilayahnya. Ini merupakan gambaran yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

“Politik internasional pada hakekatnya alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

Sedangkan keamanan nasional (national security) merupakan keyakinan akan rasa aman yang dimiliki oleh mayoritas bangsa suatu negara, dimana bangsa tersebut memiliki kapabilitas militer dan kebijakan yang efektif untuk mencegah musuh menggunakan kekuatan militernya secara efektif yang dapat menghambat pencapaian kepentingan nasional negara tersebut.

Kepentingan nasional diupayakan dengan jalan kebijakan luar negeri yang mana merupakan instrumen dalam mengupayakan segala kepentingan nasional yang berorientasi di luar dari batas negara-negaranya. Pengertian kebijakan luar negeri menurut Jack C. Plano adalah sebagai berikut:

“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai reaksi terhadap inisiatif oleh negara lain”.

Kepentingan nasional menjadi cerminan sikap politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional menurut Morgenthau yang dikutip oleh Coulombis dan Wolfe adalah sebagai berikut: “Kepentingan nasional adalah sama dengan usaha negara untuk mencapai power, yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain yang dapat dicapai lewat teknik pemaksaan atau kooperatif”.

Program Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD dikembangkan salah satunya merupakan suatu kepentingan nasional AS yang bertujuan untuk melindungi diri dari serangan rudal ballistik baik yang berhulu ledak nuklir maupun yang tidak, dan sampai dengan saat ini AS telah memiliki lebih dari 20.000 hulu ledak nuklir. Sehubungan dengan hal tersebut maka pasti ada suatu “threat perception” yang mendasari perkembangan program ini. Dibawah ini dikemukakan mengenai teori ancaman.

Threat (ancaman) menurut Richard H. Ullman didefinisikan sebagai berikut:

“A threat to national security is an action or sequence of events that (1) threatents drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitans of a state, or (2) threatents significantly to narrow the range of policy choices avalaible to the government of a state or to private, non-governmental entities (Persons, groups, corporations) within the state”.

Selain itu A.A. Banyu Perwita mengemukakan 2 asumsi tradisional mengenai Ancaman yaitu:

 “Yang pertama, Ancaman terhadap suatu keamanan negara, pada prinsipnya datang dari luar perbatasan negara tersebut (lingkungan eksternal), yang kedua adalah ancaman dari luar tersebut umumnya bersifat militer, sehingga membutuhkan respon militer dalam mengatasinya”.

Dan ketika semua negara melindungi dirinya sendiri (self-help system) untuk menghadapi ancaman, saat itu semua negara mengembangkan senjata termasuk sistem pertahanan rudal. Situasi seperti ini menunjukan ancaman bersifat simetri (symetri threat) dan kekuatan militer dianggap sebagai instrumen yang paling dominan (strength to strength).

Hans J. Morgenthau mendefinisikan kekuatan militer sebagai berikut:

“Kekuatan militer merupakan ukuran nyata mengenai kekuatan suatu bangsa, pendemonstrasiannya bertugas untuk menyakinkan bangsa lain tentang kekuasaan bangsa itu. Perwakilan militer bangsa-bangsa asing, misalnya diundang untuk menyaksikan manuver angkatan darat dan angkatan laut dimasa damai, bukan untuk memberitahukan kepada mereka tentang rahasia militernya, tetapi untuk meyakinkan mereka serta pemerintahan mereka mengenai kesiapsiagaan militer bangsa tertentu tersebut. Bentuk politik prestise militer yang paling drastis adalah mobilisasi total atau sebagian. Mobilisasi sebagian alat politik prestise mungkin sekarang sudah usang, karena perang dimasa yang akan datang akan dalam segala kemungkinannya membutuhkan kesiapsiagaan total dalam setipa waktu. Pada waktu yang bersamaan diharapkan bahwa bila politik prestise ini akan gagal, mobilisasi kekuatan bersenjata, sebelum perang yang sesungguhnya pecah, akan menempatkan bangsanya pada posisi militer yang paling menguntungkan dalam keadaan demikian”.

Sebagaimana realpolitik bergantung pada kredibilitas kemampuan bertahan secara militer, maka dalam konsep pengembangan Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD yang dilakukan oleh AS merupakan suatu kemampuan militer dari berbagai kekuatan utama AS yang menekankan pentingnya kekuatan militer. Tindakan pengembangan TMD dalam hal kekuatan militer tersebut tidak terlepas dari upayanya dalam memenuhi segala kepentingan nasionalnya, termasuk juga dalam hal untuk menjadi suatu kekuatan hegemoni dikawasan Asia-Pasifik, bahkan didunia yang mana hal tersebut tidak terlepas dari upaya AS untuk mempengaruhi bangsa lain, demi terciptanya kepentingan AS tersebut.

Suwardi Wiraatmadja memberikan gambaran tentang pendekatan Power, yaitu sebagai berikut:

“Kekuatan agaknya merupakan determinan atau penentu yang penting dari politik negara-negara besar dan dalam studi hubungan internasional pada umumnya. Kalau kekuatan diterapkan dalam studi hubungan internasional, maka ini akan berbentuk konsep-konsep lama, seperti keseimbangan kekuatan (balance of power), unsur-unsur kekuatan nasional, dan perbandingan kekuatan yang diterapkan dalam praktek politik internasional”.
 

Secara umum kapabilitas dalam pengembangan TMD tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjadi sumber instabilitas regional.

Jack C. Plano memberikan pengertian konsep pengaruh sebagai berikut:

“Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku. Pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (atau perubahan yang diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau tingkah laku lain yang dapat dilihat”.

Dalam pelaksanaannya setiap negara memerlukan kerjasama, karena setiap negara tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan stabilitas keamanan. Teuku May Rudy dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional mendefinisikan mengenai kerjasama internasional, bahwa:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berada”.

Kerjasama yang dilakukan suatu negara selalu berhubungan dengan negara yang berada disekitar kawasannya. Adapun pengertian kawasan menurut T. May Rudy sebagai berikut:

“Kawasan dapat diartikan suatu wilayah diduia, dimana terdapat kedekatan Negara secara geografis, aktifitas anggota kawasan (baik kerjasama ataupun pertentangan) menjadi suatu hal yang menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempuyai kemampuan ekstra regional. Prioritas utama keterlibatan dalan hubungan luar negeri adalah dengan kawasan yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka tidak dapat mencapai keberhasilan dimanapun tempat mereka meraih dan  mempertahankan posisi permanent di wilayah mereka sendiri”.
 

Suatu Negara juga tidak akan terlepas dari berbagai hubungan yang ada dengan Negara lainnya terutama dengan negara yang paling dekat secara letak geografisnya, Jack C. Plano memberikan definisi regionalisme yaitu sebagai berikut:

“Regionalisme adalah konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografi tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama, dapat bekerjasama melalui organisasi denan keanggotaan yang terbatas untuk mengatur masalah fungsional, regional, militer, dan politik, regionalisme memberikan hampiran menengah untuk mengatasi permasalahan yaitu yang berada di unilateralisme”.

Komitmen AS dalam penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD, dilakukan diatas parairan yang dekat dengan wilayah yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Republik Rakyat Cina (RRC), dimana berlakunya ZEE menurut pasal 55, adalah sebagai berikut:

“Zona Ekonomi Eksklusif, merupakan suatu daerah yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut territorial. Ini menunjukan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif  berada di luar wilayah Negara bukan merupakan wilayah Negara. Mengenai lebar ZEE, dalam pasal 57 Konvensi Hukum Laut Internasional bahwa ZEE tidak boleh melebihi dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal sebagai titik atau tempat pengukuran lebar laut territorial. Jadi untuk menentukan lebar 200 mil laut tersebut garis atau tempat pengukurannya adalah garis pangkal”.
 

Seperti yang diatur dalam konvensi PBB tentang hukum laut yaitu berada dalam kawasan 200 mil laut dari garis batas kontinen.

Adapun pengertian hukum laut menurut Albert W. Koers adalah: “Sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut”.

Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur kadaulatan negara dalam wilayah laut. Oleh karena itu hukum laut telah menetapkan batas-batas suatu Negara dengan aturan-aturan tertentu dan disepakati bersama oleh masyarakat internasional. Adapun pengertian dari kedaulatan teritorial suatu negara yaitu sebagai berikut: “Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya”. 
 

Adapun pengertian yurisdiksi itu sendiri adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.

Yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah (teritorial) suatu negara, sehingga yirisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat berupa bentuk prinsip teritorial, dan dikenal dengan istilah yurisdiksi teritorial.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak dan yurisdiksi territorial menurut J. G. Starke adalah sebagai berikut: “Hukum Internasional memberikan kepada semua Negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang, benda, perbuatan dan hal-hal yang terjadi di dalamnya”.
 Prinsip tesebut telah dikemukakan dengan tepat oleh Lord Macmillan:

“Adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini”.

Prinsip teritorial tersebut diantaranya berlaku pada hak lintas di laut teritorial. Prinsip tersebut telah diakui sejak lama oleh dunia internasional. Dimana jauh sebelum perang dunia kedua, pada tahun 1930, di Den Haag telah dicoba oleh liga Bangsa-Bangsa untuk mengusahakan suatu konvensi atau kodifikasi hukum laut. Usaha ini gagal, karena tidak adanya kesepakatan antara peserta konferensi. Untuk itu pada tahun 1958 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan konferensi hukum laut yang pertama di Jenewa.

Konferensi PBB mengenai hukum laut yang pertama dan kedua (tahun 1938 dan 1960) tersebut, belum bisa menyelesaikan beberapa masalah seperti:

a. Lebar laut teritorial secara tepat.

b. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritim internasional dan seluruhnya merupakan perairan laut territorial.

c. Hak lintas dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan.

d. Masalah perlindungan dan konsevarsi spesies-spesies khusus untuk kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.

Maka, pada tahun 1973 diadakan konferensi PBB tentang hukum laut yang ke-III yang dikenal sebagai UNCLOS (United Nations Conference on The Law of The Sea) Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi, yang mencakup hal-hal:

a. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.

b. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.

c. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan didasar laut internasional.

Dan terlepas dari penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD AS tersebut tidak menutup kemungkinan akan menganggu perimbangan strategi secara global dan dapat mencetuskan perlombaan senjata dikawasan Asia-Pasifik.

Pengertian perlombaan senjata menurut Walter S. Jones adalah:

“Bagi para teorisi konvensional, perlombaan senjata disebabkann oleh berbagai konflik nyata dan siklus rasa takut dikalangan Negara-negara yang bertentangan. Sedangkan bagi teorisi kompleks industri militer, ancaman eksternal tidak lebih dari upaya melebi-lebihkan arti penting kompleks industri militer domestic itu sendiri”.

 Disisi lain Penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD tersebut bertolak belakang dengan peran AS sebagai “Polisi Dunia” dalam menyelesaikan berbagai sumber konflik yang dianggap dapat membahayakan stabilitas internasional. Dimana stabilitas suatu Negara sangatlah penting guna menjalankan sistem pemerintah. Adapun dalam kamus Analisa Politik, Jack C. Plano mengemukakan tentang konsep stabilitas, yaitu:

“Suatu kondisi dari sebuah sitem yang komponennya cenderung tetap di dalam atau kembali pada suatu hubungan yang telah mantap, stabilitas sama dengan tiadanya perubahan mendasar atau kacau di dalam system politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan”.

Sebuah stabilitas yang diterapkan AS tersebut salah satunya berkaitan dengan politik dan militer, karena AS adalah satu-satunya Negara didunia yang sekarang memiliki kemampuan politik militer yang memadai untuk mengatasi berbagai konflik militer. Tetapi seperti yang dapat kita lihat hingga saat ini konflik diantara AS-Cina mengenai penggelaran TMD didataran Cina belum menemukan suatu jalan tengahnya begitu juga dengan masalah Insiden Pulau Hainan disebelah selatan Cina yang belum menemukan titik terang kearah kesepakatan damai. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh K. J. Holsti mengenai konflik adalah sebagai beikut:“Konflik cenderung mengarah kepada kekerasan yang terorganisir muncul sebagai akibat dari posisi yang saling bertentangan, sikap bermusuhan dan tindakan militer atau diplomatic dari beberapa kelompok tertentu”.

Pengembangan Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD tingkat tinggi ini merupakan kepentingan strategis dan nasional AS untuk melindungi diri dari serangan Negara-negara yang mendukung terorisme, yang juga akan menganggu perimbangan strategi secara global dan dapat mencetuskan perlombaan senjata, terlebih lagi penggelaran TMD tersebut dilakukan di wilayah territorial Cina dan ditengah-tengah Insiden Pulau Hainan yang mengakibatkan tabrakannya pesawat mata-mata AS EP-3E ARIES dengan pesawat tempur Cina F-8 yang menewaskan seorang pilot Cina dan hilangnya pesawat tempur Cina.

Berdasarkan semua teori-teori diatas yang telah dibahas, maka penulis mencoba untuk menarik suatu konklusi bahwa dengan adanya Penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD Pasca Insiden Pulau Hainan yang dilakukan oleh AS maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi situasi politik dan keamanan yang ada diberbagai kawasan khususnya terhadap pola hubungan Cina-AS.

Dari uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengemuakan asumsi sebagai berikut:

1.  Penggelaran TMD yang didukung oleh aliansi militer antara AS, Jepang, Korsel dan Australia sebagai penempatan stasiun-stasiun pemantau satelit atau early warning system dinegara-negara lain, merupakan langkah AS untuk menghadapi persepsi ancaman perkembangan persenjataan dari rogue states dan yang paling utama adalah adanya ancaman rekstrukturisasi dan modernisasi kekuatan militer Cina disertai ancaman pertumbuhan ekonomi dianggap membahayakan AS didalam mempertahankan legitimasi dominasi kekuatannya dan kepentingan nasionalnya dikawasan Asia Timur.
2.  Upaya AS untuk memelihara atau meningkatkan keamanan negaranya, melalui penggelaran TMD ditengah insiden pulau Hainan yang menewaskan seorang pilot Cina dan hilangnya pesawat tempur Cina akibat tabrakannya pesawat mata-mata AS EP-3E Aries dengan pesawat tempur Cina F-8 disebelah selatan pulau Hainan, yang menimbulkan konflik terbuka seperti isyu-isyu sensitive penjualan senjata kepada Taiwan, perdagangan Cina-AS dan penahanan 24 kru pesawat AS oleh Cina. Dimana kesemuanya itu dapat menciptakan ketegangan pola hubungan Cina-AS yang ditandai dengan adanya dilema keamanan yang memicu perlombaan strategi persenjataan antara Cina-AS
3. Penggelaran TMD AS ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan muncul di berbagai kawasan Asia Timur, seperti akan menganggu perimbangan strategi secara global dan dapat mencetuskan perlombaan senjata.
2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk membuat dan merumuskan Hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, maka dari itu penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Jika penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala/TMD merupakan persepsi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan AS, maka akan meningkatkan ketegangan pola hubungan Cina – AS, ditandai dengan adanya dilema keamanan yang memicu perlombaan persenjataan dikedua negara”.

3.   Operasionalisasi Variabel dan Indikator

	Variabel
	Indikator
	Konsep Analisis

	Variabel Bebas :

Adanya penggelaran Sistem Pertahanan Rudal Mandala ditengah Insiden Pulau Hainan
	1. Adanya persepsi  ancaman ekonomi, politik, kapabilitas militer dan keamanan dari Cina. 

2. Adanya aliansi militer antara AS, Jepang, Korsel dan Australia.


	1. Data (fakta dan angka) mengenai Adanya persepsi  ancaman ekonomi, politik, kapabilitas militer dan keamanan dari Cina 

2. Data (fakta dan angka) mengenai adanya aliansi militer antara AS, Jepang, Korsel dan Australia.



	Variabel Terikat : 

Akan meningkatkan ketegangan pola hubungan Cina-AS


	3. Munculnya intensitas persaingan ekonomi dan militer dalam mempertahankan dominasi kedua negara di Asia Timur.

4. Adanya konflik terbuka

5. Peningkatan anggaran belanja militer dikedua Negara.

6. Adanya dilemma keamanan yang memicu perlombaan persenjataan dikedua negara. 


	3. Data (fakta dan angka mengenai adanya intensitas persaingan ekonomi dan militer dalam mempertahankan dominasi kedua negara di Asia Timur. 

4. Data (fakta dan angka) mengenai adanya konflik terbuka.

5. Data (fakta dan angka) mengenai Adanya peningkatan anggaran belanja militer dikedua Negara.

6. Data (fakta dan angka) mengenai Adanya dilema keamanan yang memicu perlombaan persenjataan dikedua negara. 




4. Skema Kerangka Teoritis

SKEMA PENGGELARAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL

MANDALA AS PASCA INSIDEN HAINAN TERHADAP
POLA HUBUNGAN CINA – AS


E.   Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Adapun tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Korelasionis, yaitu unit eksplanasinya dan unit analisanya berada pada tingkat yang sama. Yang dalam hal ini unit eksplanasinya adalah Negara-Bangsa, sedangkan unit analisanya adalah juga Negara-Bangsa

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Eksplorasi Analitis.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah metode eksploratif. Penggunaan metode ini disebabkan oleh ketidakjelasan dari permasalahan yang ada. Khususnya yang menyangkut pola hubungan Cina- AS. Eksplorasi bertujuan untuk mengeksplorasi bertujuan untuk mengeksplor suatu fenomena untuk ditelaah lebih lanjut berdasarkan fakta yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan teori-teori yang berlaku sekaligus menganalisanya. Menurut Kenneth D. Bailey, metode eksploratif sering juga disebut sebagai metode deskriptif sebab mempunyai kesamaan dalam menggambarkan suatu fenomena.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelahaan literatur/referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, bulletin-bulletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

F.   Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1. Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan judul dan perumusannya, lokasi penelitian yang akan dituju adalah:

a. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 5

b. Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta

Jl. Mega Kuningan No. 2

c. Departemen Pertahanan dan Keamanan

Jl. Medan Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat.

d. Centre For Strategic International Studiest (CSIS)

Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta.

e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta.

f. Pusat Informasi Kompas

Jl. Palmerah Selatan No. 23-28 Jakarta.

2. Lamanya Penelitian

Penulis melakukan penelitian diperkirakan tertanggal dari bulan Februari sampai Juli 2007. Adapun tahapan yang lebih rinci dapat dilihat dalam table pada halaman berikut. 
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TABEL 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II
PENGGELARAN SISTEM PERTAHANAN RUDAL MANDALA AS PASCA INSIDEN PULAU HAINAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian, sejarah dan perkembangan TMD, kronologis insiden pulau Hainan dan penggelaran TMD AS ditengah insiden pulau Hainan yang menimbulkan ketegangan dalam  hubungan Cina-AS. 

BAB III
TINJAUAN UMUM HUBUNGAN CINA-AS 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum negara Cina dan AS disertai dengan historis hubungan kedua negara, politik luar negeri, hubungan militer, dan persaingan Cina-AS di Asia Timur.

BAB IV
PERSEPSI ANCAMAN DAN DILEMA KEAMANAN BAGI POLA HUBUNGAN CINA

Bab ini membahas mengenai verifikasi data mengenai persepsi ancaman keamanan tradisional yang membuat AS mengimplementasikan pelaksanaan dan pembangunan TMD yang dilakukan ditengah insiden pulau Hainan, sehingga mengakibatkan ketegangan dalam pola hubungan Cina-AS yang berujung terhadap adanya dilema keamanan yang memicu perlombaan strategi persenjataan dikedua negara. 

BAB V
KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang diharuskan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang memang diperlukan, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi penelitian yang diambil.
Amerika Serikat 





Cina





 Penggelaran TMD oleh AS





Insiden Pulau Hainan





Munculnya persepsi ancaman ekonomi, militer dan keamanan dari Negara Cina


Adanya aliansi militer antara AS, Jepang, Korsel dan Australia.





Kepentingan strategis dan nasional AS.


Ancaman  terorisme dan perkembangan persenjataan  dari rogue states.





Tabrakannya pesawat tempur Cina F-8 dan pesawat mata-mata AS EP-3E.


Tewasnya seorang pilot dan hilangnya pesawat tempur Cina F-8.


Penahanan 24 orang kru pesawat AS oleh Cina yang dituduh sebagai mata-mata.





Ketegangan pola hubungan kedua negara





Adanya dilema keamanan yang memicu perlombaan persenjataan di kedua negara
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